KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a bahwa agar peaksanaan Anggaran Pendgpatan dan Belanja Negara yang telah
ditetapkan daam Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
dapat berjdan lebih efektif dan efisen, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan
ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagal pengganti Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarg;

b. bahwa berdasrkan pertimbangan sebagamana dimeksud ddam huruf a perlu
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan BelanjaNegarg;

Mengingat :

1. Pasd 4 ayat (1) dan Pasd 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan Ketiga Undang- Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad
1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1968 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasa 1
Tahun Anggaran berlaku sebagamana ditetapkan oleh Undang-undang tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2
(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ddam suatu tahun anggaran mencakup:

a pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasd dari penerimaan
perpgakan, penerimaan negara bukan pgak serta penerimaan hibah dari daam
dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan,

b. bdanja negara yatu semua pengduaran negaa untuk membiaya bdanja
pemerintah pusat dan pemerintah dagrah medui dana perimbangan sdama tahun
anggaran bersangkutan;

C. defist bedanja negara yatu sdish kurang antara pendapatan negara  dengan
belanjanegarg;

d. pembiayaen defist yatu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup
defigt belanja negara yang bersumber dari pembiayaan ddam dan luar negei;

e. surplus pendapatan negara yaitu sdish lebih antara pendapatan negara dengan
belanja negara.

(2) Semua penerimaan dan pengduaran negara dilakukan meldui rekening Kas Negara
pada bank sentrd dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditetgpkan olen Menteri

Keuangan.



Pasad 3
(1) Anggaran Pendepatan dan Belanja Negara yang telah ditetapkan dengan undang-
undang dirinci lebih lanjut ke ddam bagian anggaran dengan Keputusan Presiden.
(2) Bagian anggaran sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dirinci sebagal berikut :
a. anggaran pendapatan dirinci ke dalam unit organisas dan jenis pendapatan;
b. anggaan belanja dirinci ke ddam unit organises, kegiaia/ proyek dan jenis
belanja.

Pasd 4
Menteri Keuangan sdaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan uang dan
penyduran dana untuk membiayal anggaran belanja negara sesua dengan kebijaksanaan
pemerinteh daam mdaksanakan Undang-undang tentang Anggaran Pendgpatan dan
BelanjaNegara

Pasal 5

(1) Menteri/fpimpinan  lembaga yang menguasa  bagian  anggaan  mempunya
kewenangan otorisss  dan bertanggungiawab aas penggunaan  anggaran i
lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya

(2) Ddam peaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, departemen/lembaga
membuat dokumen anggaran berupa surat keputusan otorisas (SKO) atau dokumen
anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(3) Dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO antaralain untuk :
a peaksanaan anggaran pendgpatan dan beanja rutin dimuat ddam daftar iSan

kegiatan (DIK);

b. peaksanaan belanja pembangunan dimuat dalam daftar isan proyek (DIP).

(4) Menteri/pimpinan lembaga pada setigp awa tahun anggaran menetapkan pejabat
yang diberi wewenang sebagal :
a. penandatangan SKO;
b. atasan langsung bendaharawan;
c. bendaharawan.

(5) Pgabat yang diberi wewenang sebagamana terssbut ddam ayat (4) dilarang
merangkap jabatan dimaksud.

Pasal 6
(1) Menteri  Keuangan mempunya  kewenangan otorisss  aas penguasaan  bagian
anggaran diluar bagian anggaran departemen/ lembaga.
(2) Tata cara pengelolaan bagian anggaran sebagaimana dimaksud daam aya (1) diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 7
(1) Pendapatan negara pada departemen/lembaga wajib disetor sepenuhnya dan pada
waktunya ke rekening Kas Negara.
(2) Pendapatan negara dibukukan menurut ketentuan yang ditetgpkan oleh Menteri
Keuangan.
(3) Pendapatan negara daam rangka pelaksanaan dekonsentras dan tugas pembantuan
disetor sepenuhnya dan pada waktunya ke rekening Kas Negara.

Pasd 8

(1) Departemen/lembagawajib :

a. mengadekan intendfikes  pemungutan pendgpatan negara  yang  menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya;
mengintensfkan penagihan dan pemungutan piutang negara;
melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negarg;
mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang- barang milik negara;
melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan;
mengenakan sanks atas kelaaian pembayaran piutang negaratersebut di atas.
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(2) Pemerintah daerah membantu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud daam
ayat (1).

Pasa 9

(1) Barang tidak bergerak milik negara yang sudah tidek depat dimanfaatkan lagi secara
optima dan efisen untuk menunjang tugaes pokok dan fungs departemen/lembaga,
dapat dimanfastkan dengan cara dipinjamkan, disewakan, bangun guna serah dan
kerjasama pemanfaatan atau dapat dihapus dengan tindak lanjut dijud, dipertukarkan,
dihibahkan, dijadikan penyertaan modd negara dan dimusnahkan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a untuk barang tidek bergerak milik Negaa yang berila diaas Rp
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), berdasarkan persetujuan tertulis dari
Presiden atas usul Menteri Keuangan,

b. untuk barang tidek bergerak milik Negara yang bernila sampa  dengan
Rp10.000.000.000,00  (sepulun  miliar  rupiah), bedasarkan  keputusan
Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan setedlah terlebih dahulu mendapat
persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

(2) Barang bergerak milik negara yang berlebih atau tidek dapat dipergunakan lagi hanya
dapat dihapus dengan cara dimusnahtkan/dipindahtangankan dengan  keputusan
menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan, kecudi kendaraan bermotor dan atau
barang yang bemnila ekonomis tinggi terlebih dahulu dengan persstujuan tertulis
Menteri Keuangan.

(3) Ddam hd barang-barang yang karena peraturan perundang-undangan yang berlaku
dikuasa oleh negara atau menjadi milik negara tidak dapat dimanfastkan dan tidak
laku dijud, dapat dimusnahkan dengan persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

(4) Semua biaya yang timbul sebaga akibat dari pemusnahan barang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) ditanggung oleh negara

(5) Menteri  Keuangan dagpat menunjuk  departemen/lembaga  untuk  memanfaatkan
barang-barang yang dikuasa oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

(6) Apabila  depatemen/lembaga akan  menjud/memindahtangankan  barang-barang
sebagamana dimaksud ddam ayat (5), maka harus terlebih dahulu  mendapat
persetujuan tertulis Menteri Keuangan.

(7) Tata cara sehagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (5), dn (6) diatur dengan
Keputusan Menteri Keuangan.

(8) Penjudan barang milik negara dilakukan medui Kantor Lelang Negara, kecudi
untuk barang milik negara yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan
tersendiri.

(9) Hasll penjudan, sdish tukar menukar, penyewaan, bangun guna serah dan kerjasama
pemanfaatan barang milik negara merupakan pendapatan negara yang harus disetor
seluruhnya ke Rekening Kas Negara.

(20) Anjam meminjam barang milik negara hanya dapat dileksanakan antar ingang
pemerintah, sepanjang tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungd indans yang bersangkutan.

Pasal 10

(1) Jumlah dana yang dimuat ddam anggaran bedanja negara merupakan batas tertinggi
untuk tigp-tigp pengeluaran.

(2) Pmpinan dan aau pegabat  depatemen/lembagalpemerintah  daerah  tidak
diperkenankan meakukan tindakan yang mengakibatkan pengduaran atas beban
anggaran bdanja negara, jika dana untuk membiaya tindakan tersebut tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam anggaran belanja negara

(3) Pmpinan dan aau pgabat  depatemen/lembaga/pemerintah dagrah  tidak
diperkenankan meakukan pengdluaran atas beban anggaran belanja negara untuk
tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja negara.

(4) Ddam penyedisan anggaran bedanja negara diutamakan untuk penyediaan beanja
operasond dan pemdiharaan atas barang milik negara.



Pasal 11

(1) Belanja atas beban anggaran belanja negara didasarkan pada SKO atau dokumen
anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(2) SKO aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagal SKO yang dananya
bersumber dari ddam negeri dan aau luar negeri berleku sdama 1 (satu) tahun
anggaran.

(3) SKO aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO merupakan
dasar pencairan dana oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

Pasal 12
(1) Pdaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas pringp-prindp sebaga berikut :
a hemat, tidk mewah, efisen, dan sesua dengan kebutuhan teknis yang
disyaratkan;
b. efektif, terarah dan terkenddi sesua dengan rencana, program/kegiatan, serta
fungs setigp departemenylembagal pemerintah daerah;
C. mengutamakan penggunaan produks dalam negeri.
(2) Bdanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan
bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
(3) Tata cara pengeluaran dan pembayaran ddam pelaksanaan anggaran belanja negara
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 13
(1) Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeuaran
untuk keperluan :
a. perayaan aau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun departemery
lembaga/pemerintah daerah;
b. pemberian ucgpan sdamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga, dan sebagainya
untuk berbagal peristiwg;
C. pesta untuk berbaga peristiwva dan pekan olah raga pada depatemen/lembagal
pemerintah daerah;
d. pengduaan lan-lan untuk kegiatan/keperluan yang sgenis serupa dengan yang
tersebut di atas.
(2) Penydlenggaraan rapat, repat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian
kantor/proyek dan sgenisnya, dibatas pada hd-hd yang sangat penting dan
dilakukan sesederhana mungkin.

Pasd 14

(1) Ddam meaksanakan beanja negara dilakukan sandardisss  komponen kegiatan
termasuk harga satuannya.

(2) Standardisas  harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
menyusun pembiayaan kegiatankegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.

(3) Ddam penyusunan dandardises harga satuan, sedapat mungkin  menggunakan data
dasar yang bersumber dai  penerbitan resmi Badan Pusat Statidik,
departemervlembaga, dan pemerintah daerah.

(4) Penetgpan standardisasi perlu dilakukan secara berkalaoleh :

a Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan  menteri/pimpinan
lembaga terkat untuk dandardisas harga satuan umum, satuan biaya langsung
personil dan non personil untuk kegiatan jasa konsutes;

b. Menteri/pimpinan lembaga untuk <Sandardisas harga satuan  pokok  kegiatan
departemenvlembaga yang bersangkutan;

c. Gubernur/bupati/wdikota dengan memperhatikan pertim-bangan dai  ingang
tekait untuk dandardisss  harga  satuan  pokok  kegiatan  daerah
provins/kabupaten/kota yang ber- sangkutan;

d. Bupati/wdikota untuk sandardisas harga satuan bangunan gedung negara untuk
keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang, gedung rumah sakit, gedung
sekolah, pagar dan bangunan fisk lainnya.



Pasd 15
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ddam rangka pelaksanaan APBN diatur dengan
Keputusan Presiden tersendiri.

Pasal 16

(1) Perjanjianvkontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun
anggaran aas beban anggaran dilakukan setdah mendapat persetujuan  Mentei
Keuangan.

(2) Perjanjiavkontrak yang dibiaya sebagian atau sduruhnya dengan  pinjamanvhibah
luar negeri untuk masa lebih dai 1 (satu) tahun anggaran tidek memerlukan
persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Perjanjian/kontrak  yang  dibiaya  sebagian maupun  sduruhnya dengan
pinjaman/hibah luar negeri untuk masa pelaksanaan pekerjaan meebihi 1 (satu) tahun
anggaran, maka di ddam pejanjiavkontrak terssbut harus mencantumkan tahun
anggaran pembebanan dana.

(4) Perjanjian/kontrak dalam bentuk vauta asing tidak dapat diubah dalam bentuk rupiah
dan sebdiknya kontrak dalam bentuk rupiah tidek dapat diubah ddam bentuk vauta
asing.

(5) Perjanjian/kontrak daam bentuk valuta asing tidak dapat membebani dana rupiah
murmi.

(6) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang dan jesa di ddam negeri tidak dapat
dilakukan dalam bentuk vauta asing.

(7) Perjanjian/kontrak dengan dana kredit ekspor yang sudah ditandatangani tidak dapat
dilaksangkan gpabila naskah pejanjian pinjaman luar negeri (NPPLN) bdum
ditandatangani.

(8) Pengecudian terhadap ketentuan ayat (4), (5) dan (6) harus mendapat persetujuan dari
Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderd Anggaran.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

Pasal 17
(1) Depatemen/lembaga  menetepkan  kebijakan  untuk  mengintensf-kan  pelaksanaan
pungutan yang telah ditetgpkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.
(2) Departemen/lembaga tidak diperkenankan mengadakan pungutan dan atau tambahan
pungutan yang tidak tercantum dalam undang-undang dan atau peraturan pemerintah.

Pasal 18

(1) Dadam rangka meningkatkan pendapatan negara, departemeny lembaga, pemerintah
daerah, kantor/ satuan kerja, proyek/bagian proyek dan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menyampakan bahanbahan
keterangan untuk keperluan perpgakan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian
Direktur Jenderd Pgjak.

(2) Setigp ingans  pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik NegaralBadan
Ussha Milik Daerah, bendaharawan dan badanbadan lan yang meakukan
pembayaran atas beban APBN/APBD/ anggaran BUMN/BUMD, ditetapkan sebaga
wgib pungut pgak sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 19
(1) Menteri/pimpinan  departemen/lembaga  berkewgiban  mengoptimalkan  penerimaan
negara bukan pgak meiputi sumber daya dam, bagian pemerintah atas laba BUMN
dan penerimaan negara bukan pgjak lainnya.
(2) Atas pemanfaatan barang milik negara oleh pihak ketiga wagjib dipungut sewa
(3) Menteri/pimpinan lembaga berkewgiban mengintensfkan penerimaan sewa barang
milik negara yang dipergunakan oleh pihak ketiga.



(4) Penghuni rumah negara dikenakan pembayaran sewa.
(5) Besaran tarif dan prosedur pemungutan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1), (2),
(3), dan (4) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 20

(1) Orang atau badan yang melakukan pemungutan atau penerimaan uang negara wgib
menyetor seluruh penerimaan daam waktu 1 (satu) hari kerja setelah penerimaannya
ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah, aau lembaga lan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

(2) Bendaharawan penerimal/penyetor berkda waib menyetor/ mdimpahkan sduruh
penerimaan negara yang telah dipungutnya ke rekening Kas Negara sekurang-
kurangnya sekdi seminggul.

(3) Setigp  bendaharawan, ingtans pemerintah, pemerintah daerah, BUMN/BUMD dan
badan-badan lan, sbaga wagib pungut paak, waib menyetorkan sduruh
penerimaan pgak yang dipungutnya dadam jangka waktu sesua dengan ketentuan
yang berlaku.

Pasa 21

(1) Keldaan atau kelambatan penyetoran penerimaan negara ke rekening Kas Negara
diperhitungkan dengan dana yang tersedia daam dokumen anggaran pada
departemenVlembagal/pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Bendaharawvan penerimalpenyetor berkda dilaslang  menyimpan  uang ddam
penguasaannya
a. lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20;
b. atasnama pribadi pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya.

BAB Il
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN RUTIN

Pasal 22
Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab aas peaksanaan pengduaran rutin di
lingkungan departemen/ lembaga yang dipimpinnya

Pasal 23
(1) Untuk peaksanaan pengduaran rutin, departemen/lembaga membuat DIK  atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO sesual dengan contoh dan
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(2) DIK aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO setelah dibahas
Departemen Keuangan dengan departemen/ lembaga, ditandatangani oleh :
a Sekretaris Jenderd atau pgabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan
lembaga untuk DIK yang dibuat di Pusa;
b. Kepda Kantor Wilayah Depatemen/lembaga atau pgabat yang ditunjuk atas
nama menteri/pimpinan lembaga untuk DIK yang dibuat di daerah.
(3) DIK aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO berlaku sebagai
dasar pel aksanaan pengd uaran rutin setelah mendapat pengesahan dari :
a. Direktur Jenderd Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIK yang dibuat
di Pusat;
b. Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran aas nama Menteri
Keuangan untuk DIK yang dibuat di daerah.
(4) Direktur Jenderd Anggaran menyampaikan DIK aau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO yang telah disahkan kepada :
K etua Badan Pemeriksa K euangan (BPK);
Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
K epala Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP);
Kepada Badan Akuntans Keuangan Negara (BAKUN);
Direktur Informas dan Evduas Anggaran (DIEA) Direktorat Jenderal Anggaran;
Kepaa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan
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0. KepaaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
(5) Menteri/pimpinan lembaga menyampaikan DIK yang telah disahkan kepada :
a. Direktorat Jendera/unit esdlon | dan kantor/satuan kerja; dan
b. Inspektorat Jendera departemen/unit pengawasan pada lembaga.
(6) Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran menyampaikan DIK yang telah
disahkan kepada :
a.  Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. Direktur Jenderd Anggaran;
c. Direktur Informas dan Evduas Anggaan (DIEA), Direktorat Jenderd
Anggaran;
Kepaa kantor wilayah/perwakilan departemen/lembaga yang bersangkutan;
Kepala Perwakilan Badan Perbendaharaan dan Kas Negara (BPKP);
K etua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
Kepaa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan
Kepala Kantor Akuntans Regiond (Kepala KAR);
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Pasal 24
(1) Berdasarkan DIK yang telah disahkan disusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) oleh :
a. Pegabat esdon | atau pgabat yang ditunjuk pada Departemen/ Lembagalinstans/
kantor/satuan kerja untuk DIK yang dibuat di Pusat;
b. Kepda Kantor Wilayah Departemen/lembaga aau pgabat yang ditunjuk untuk
DIK yang dibuat di deerah.
(2) Depatemen/lembaga menyampakan juklak DIK yang dibuat di pusat kepada kepaa
kantor/satuan kerja yang bersangkutan.
(3) Kepda Kantor Wilayah Depatemen/lembaga atau pgabat lan yang ditunjuk
menyampaikan juklak DIK yang dibuat di daerah kepada kepaa kantor/satuan kerja
yang bersangk utan.

Pasal 25

(1) Menteri/pimpinan  lembaga aau pgaba lan  yang ditunjuk  menetgpkan
bendaharawvan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan
sebagal SKO yang dibuat di pusat.

(2) Kepda Kantor Wilayah departemen/lembaga, atas nama menteri/ pimpinan lembaga
menetapkan bendaharawan rutin untuk DIK atau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO yang dibuat di daerah.

(3) Kepda kantor/satuan kerja bertanggung jawab, bak dari segi fisk maupun keuangan
atas pelaksanaan kegiatan kantor/satuan kerja  yang dipimpinnya sebagaimana
tersebut ddam DIK yang bersangkutan.

Pasal 26

(1) Perubahan/pergeseran biaya ddam sau program ddam sau dan atau antar DIK
indand  pusat depatemen/lembaga diputuskan olen Direktur Jenderd  Anggaran
berdasarkan usulan Sekretaris Jendera atau pejabat esdon | yang ditunjuk.

(2) Perubahan/pergeseran biaya ddam satu program ddam satu dan atau antar-DIK
inand  vertika departemen/lembaga  diputuskan oleh Kepda Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan usulan :

a. Kepda kantor/satuan kerja bersangkutan gpabila mdiputi satu  kantor/satuan
kerja;

b. Kepda Kantor Wilayah  departemen/lembagaldirektorat  jenderd yang
bersangkutan apabila mdiputi lebih dari satu kantor/satuan kerja.

(3) Direktur Jenderal Anggaran menyampaikan keputusan perubahan/pergeseran  DIK
kepada :

a. KetuaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK);

b. KepaaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

c. KepadaBadan Akuntans Keuangan (BAKUN);

d. Direktur Informas dan Evduas Anggaan (DIEA), Direktorat Jendera
Anggaran;



e. Kepda Kantor Wilayah  departemen/lembagaldirektorat jendera yang
bersangkutan;

f. KepaaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan

0. Kepaakantor/satuan kerja yang bersangkutan.

(4) Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyampakan keputusan

perubahar/ pergeseran DIK kepada :

a. Direktur Jenderd Anggaran;

b. Direktur Informes dan Evdues Anggaan (DIEA), Direktoraa Jenderd
Anggaran;

c. KepaaPerwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

d. KetuaPerwakilan Badan Pemeriksa K euangan (BPK):

e. Kepda kantor wilayah  depatemen/lembagaldirektorat  jenderd yang
bersangkutan;

f. KepaaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);

g KepadaKantor akuntans Regional (Kantor KAR); dan

h. Kepaa kantor/satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 27

(1) Perubahan/pergeseran biaya antar program dalam satu subsektor dan atau ddam satu
atau antar DIK kantor/satuan kerja tingkat pusat departemen/lembaga diputuskan oleh
Menteri Keuangan berdasarkan usulan departemenvlembaga yang bersangk utan.

(2) Keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pding
lambat 2 (dua) minggu setelah diterima usul tersebut beserta bahanbahannya secara
lengkap.

(3) Perubahan/pergeseran biayatidak dapat dilakukan dari :

a. Biayauntuk ggi dan tunjangan beras ke biaya lainnya ddam Belanja Pegawai;

b. Beanjapegawa ke belanjanon pegawal;

c. Dana yang disedigkan untuk pengduaran rutin Perwakilan Republik Indonesa
teemasuk  perwekilan  depatemen/lembaga di  luar negeri  untuk  keperluan
pembiayaan kegiatan kantor/ satuan kerja di dalam negeri.

(4) Peninjauan kembdi ketentuan dalam ayat (3) dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 28

(1) Depatemen/lembaga pada tigp awad tahun anggaran, menyusun daftar  susunan
kekuatan pegawa (formas) bagi tigp unit organisss sampa pada tigp kantor/satuan
kerja dan menyampaikan formas terssbut kepada menteri yang membidang
pendayagunaan aparatur negara paing lamba 1 (satu) bulan setelah berlakunya tahun
anggaran.

(2) Formas tersebut disshkan olen menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur
negaa pding lamba 3 (tigd) bulan setdah mendengar pertimbangan Menteri
Keuangan dan ddam hd menyangkut formas pegawa di luar negeri, satdah
mendengar pula pertimbangan Menteri Luar Negeri.

(3) Formas yang tdah disahkan sebagamana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh
menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara kepada menteri/pimpinan
lembaga dan Menteri Keuangan sebagal bahan perencanaan pengduaran rutin paing
lambat 4 (empat) bulan setelah berlakunya tahun anggaran.

(4) Pengadaan pegawa hanya diperkenankan ddam batas formas yang tdah disahkan
sebaga mana dimaksud pada ayat (2) dengan memberikan prioritas kepada :

a. pegawa pelimpahan dari departemenvlembaga yang kelebihan pegawa;
b. sswalmahasswaikatan dinas, sstelah lulus dari pendidikannya;
C. pegawal tidak tetap (PTT) yang telah menye esaikan masa baktinya dengan baik.

(5) Pengadaan pegawa ddam batas formas yang telah disshkan sebagamana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan sesua ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(6) Kenaikan pangkat pegawa ddam batas formas sebagamana dimaksud pada ayat (2),
dilaksanakan dengan ketentuan kenalkan pangkat sampa dengan golongan [V/a



dilaksanakan satdah mendapat  persetujuan  lebih dahulu  dari Kepda Badan
Kepegawaian Negara (BKN).

(7) Pding lambat 1 (satu) bulan setdah berlakunya tahun anggaran menteri/pimpinan
lembaga tedlah menetapkarn/menetapkan kembai pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani surat keputusan kepegawaian.

(8) Sdinan surat keputusan penetapan/penetapan kembali sebagai-mana dimaksud pada
ayat (7) beserta contoh (spesimen) tanda tangan pejabat yang diberi wewenang segera
dikirimkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kantor Perbendaharaan
dan Kas Negara, dan ddam ha tidak ada perubahan, penetapan kembali pejabat
terscbut dapat dilakukan dengan surat  pemberitahuan  oleh  Menteri/pimpinan
Lembaga yang bersangkutan.

(9) Pegawa Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan pada daerah, perusahaan atau badan
yang anggaranya tidek dibiaya atau sebagian dibiaya dalam anggaran pendapatan
dan beanja negara, menjadi  beban pemeintah  daerah/perusahaan/badan
bersangkutan.

(10) Perbantuan pegawa negeri Spil untuk tugaestugas di luar pemerintahan dengan
membebani anggaran belanja negara tidak diperkenankan, kecudi dengan izin
menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan Menteri Keuangan
yang sekaligus menetapkan batas lamanya perbantuan tersebut.

(11) Sdama perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), formas bagi
pegawa tersebut tidak boleh diid, dan setelah perbantuan berakhir, pegawa yang
bersangkutan ditempatkan kembai pada departemervlembaga asalnya.

(12) Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) hanya diperkenankan melakukan
pembayaran upah pegawa harian/tenaga honorer, agpabila untuk keperluan tersebut
telah tersedia dananya dalam DIK/SK O bersangkutan.

(13) Pembayaran penghasilan peabat negara, Pegawa Negeri Sipil dan anggota Tentara
Nasond Indonesa dan Kepolisan Republik Indonesa serta pensunan dilakukan
berdasarkan peraturan pemerintah.

(14) Penghasilan pegawal yang ditempatken di luar negeri diaiur dengan Keputusan
Presiden.

(15) Penghasilan sebagaimana pada ayat (12), (13), dan (14) di atas tidak diperkenankan
pemotongan untuk keperluan apapun kecudi aas persetujuan
pej abat/pegawai/penerima pensiun yang bersangkutan.

Pasal 29
(1) Kenaikan ggji berkaa dilakukan dengan penerbitan surat pemberitahuan oleh kepaa
kantor/satuan kerja setempat atas nama pejabat yang berwenang.
(2) Keputusan kenaikan ggji berkaatidak dapat berlaku surut lebih dari 2 (dud) tahun.
(3) Penundaan kenaikan ggi berkaa ditetapkan dengan surat keputusan oleh pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

Pasal 30

(1) Pegawa Negeri Sipil/Anggota Tentara Nasond Indonesa dan Kepolisan Republik
Indonesialpenerima pensiun beserta kdluarganya diberikan tunjangan beras daam
bentuk uang.

(2) Tunjangan beras untuk keluargatidak diberikan rangkap.

(3) Pengecudian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri Keuangan
atas usul menteri/pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan.

(4) Menteri  Keuangan menetapkan harga beras sebaga dasar  pemberian  tunjangan
pangan dalam bentuk uang dan mengatur [ebih lanjut pelaksanaannya.

Pasal 31
(1) Tunjangan anak dan tunjangan beras untuk anak dibatas untuk 2 (dua) orang anak.
(2) Ddam hd pegawa/pensunan pada tanggad 1 Maet 1994 tdah memperoleh
tunjangan anak dan tunjangan beras untuk lebih dari 2 (dua) orang anak, kepadanya
tetap diberikan tunjangan untuk jumlah menurut keadaan pada tanggad tersebut.



(3) Apabila satelah tanggd tersebut jumlah anak yang memperoleh tunjangan anak
berkurang karena menjadi dewasa, kawin atau meninggd, pengurangan tersebut tidak
dapat diganti, kecuai jumlah anak menjadi kurang dari 2 (dud).

Pasal 32
Peaksanaan belanja barang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Pgabat yang berwenang wajib membatas pelaksanaan perjdanan dinas untuk ha-ha
yang mempunya priorites tinggi dan penting dengan mengurangi  frekuens, jumlah
orang dan lamanya perjdanan.

(2) Pejdanan dinas luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presden atau pgaba
yang ditunjuk.

(3) Permohonan izin perjdanan dinas ke luar negeri sebagamana dimaksud pada aya (2)
digukan paing lambat 1 (satu) minggu sebelum keberangkatan yang direncanakan,
dan harus dilengkepi dengan:

a pendasan mengena urgens/dasan pejdanan dan rincian programnya dengan
menyertakan undangan, konfirmasi, dan dokumen yang berkaitan;

b. izin tetulis dari indand bersangkutan gpabila seorang pegabat digukan ingans
lan;

C. penyaaan aas biaya anggaran indansd mana perjdanan dinas tersebut akan
dibebankan.

(4) Dikecudikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:

a. pejdanan dinas pegawa yang ditempatkan di luar negeri dan dipanggil kembdi
dari luar negeri;
b. perjdanan dinas pegawa antar tempat di luar negeri.

(5) I1zin perjdanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b addah wewenang
Menteri Luar Negeri serta Kepala Perwakilan Republik Indonesa yang bersangkutan,
dan diberikan apabila pembiayaan untuk keperluan tersebut telah tersedia ddam DIK
bersangkutan.

(6) Perjdanan dinas dilaksanakan dengan mengutamakan perusshaan  penerbangan
nasiona atau perusahaan pengangkutan nasond lainnya.

(7) Pegawa negeri yang karena jabatannya harus meakukan perjdanan dinas tetap
dalam daerah jabatannya, diberikan tunjangan perja anan tetap.

(8) Biaya perjdanan dinas dibayakan ddam 1 (sau) jumlah (lumsum) kepada
peabat/pegawai yang diperintahkan untuk melakukan perjalanan dinas.

(9) Menteri  Keuangan mengatur lebih  lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan
perjdanan dinas.

Pasa 34

(1) Pegawa yang dipindahkan depat diberikan uang pesangon kecudi di tempa yang
baru mendapat perumahan.

(2) Pegawa yang dipindahkan/ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesa di luar
negeri sebdum mendapatkan perumahan diizinkan tingga di hotd, tidek termasuk
makan, untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.

(3) Menteri  Keuangan mengatur lebih  lanjut pedoman dan ketentuan pelaksanaan
mengena pemberian uang pesangon pindah.

Pasal 35
(1) Pembukaan dan atau peningkatan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri hanya
dapat dilakukan dengan persetujuan Presiden.
(2) Pembukaan perwekilan departemen/lembaga di luar negeri hanya dapa dilakukan
setelah mendapat persetujuan menteri yang berwenang ddam bidang pendayagunaan
gparatur negara, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan.



Pasal 36

(1) Setigp perubahan/penyempurnaan organises dan atau  pem-bentukan  kantor/satuan
kerja ddam lingkungan depateme/ lembaga harus terlebih dahulu  mendapat
persetujuan tertulis menteri yang berwenang di  bidang pendayagunaan gparatur
negara

(2) Biaya sehubungan dengan pelaksanaan perubahany  penyem-purnaan  organisas
departemen/lembaga dan atau pembentukan kantor/satuan kerja dalam lingkungan
depatemen/lembaga yang  mengakibatkan  pergessran  anggaran/revis  dari
departemery lembaga tersebut, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri
Keuangan.

BAB IV
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELUARAN
PEMBANGUNAN

Pasal 37

(1) Menteri/pimpinan  lembaga bertanggung jawab aas pelaksanaan  pengduaran
pembangunan di lingkungan departemen/lembaga yang dipimpinnya.

(2) Untuk mel aksanakan program pembangunan yang bersfa lintas
sektor/departemen/lembaga ditunjuk  koordinator diantara  departemen/lembaga  yang
bersangkutan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepda
Badan Perencanaan Pembangunan Nasiondl.

Pasal 38

(1) Untuk  peleksanaan  pengduaran pembangunan, departemen/  lembagalingtang
vertikd/pemerintah daerah membuat DIP aau dokumen anggaran lannya yang
diberlakukan sebaga SKO sesual dengan contoh dan petunjuk teknis yang ditetapkan
Menteri Keuangan.

(2) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO setelah dibahas
Departemen Keuangan dengan departemery lembagal indand vertika/dinas proping,
ditandatangani oleh :

a Sekretaris Jenderd atau pgabat lain yang ditunjuk atas nama menteri/pimpinan
lembaga untuk yang dibuat di pusat;

b. Kepda Kantor Wilayah departemen/lembagalgubernur aau pegabat lan yang
ditunjuk atas nama merteri/pimpinan lembaga untuk yang dibuat di daerah.

(3) DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO berlaku sebagai
dasar pelaksanaan pengeluaran pembangunan setel ah mendapat pengesahan dari :

a. Direktur Jendera Anggaran atas nama Menteri Keuangan untuk DIP yang dibuat
di pusat;

b. Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran aas nama Menteri
Keuangan untuk DIP yang dibuat di daerah.

(4) Direktur Jenderd Anggaran menyampakan DIP aau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebagai SKO dan dibuat di pusat dan telah disahkan kepada :
a. KetuaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK);

b. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;

c. KepaaBadan Perencanaan Pembangunan Nasiond (Bappenas);

d. KepaaBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

e. Kepaa Badan Akuntans Keuangan Negara (BAKUN);

f. Direktur Informas dan Evauas Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderd
Anggaran;

0. KepdaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran,;

h. KepaaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan

i.  Pemimpin proyek yang bersangkutan.

(5) Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran menyampaikan DIP  atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO yang dibuat di daerah
kepada :

a.  Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;



b. KepaaBadan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas);

Direktur Jenderal Anggaran;

Direktur Informas dan Evauas Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderd

Anggaran;

Kepaa Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

K etua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Kepaa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);

KepdaKantor Akuntans Regionad (Kantor KAR);dan
i.  Pemimpin proyek yang bersangkutan;

(6) Depatemenvlembaga menyampaikan DIP aau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebaga SKO yang dibuat di pusat dan di dagrah yang tdah disahkan
kepada :

a. Direktorat Jenderd/unit esdlon | proyek yang bersangkutan;
b. Inspektorat Jendera departemen/unit pengawasan pada lembaga;
c. Gubernur/Bupati/Walikota
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Pasal 39
(1) Berdasarkan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebaga SKO
yang telah disahkan disusun petunjuk operasiona (PO) oleh:
a. Pgabat esdon | aau pgabat lan dibavahnya yang ditunjuk pada departemen/
lembaga yang membawahkan proyek yang bersangkutan untuk DIP yang dibuat
di pusa;
b. Kepada Kantor Wilayah departemenvlembagalgubernur atau pegabat yang ditunjuk
membawahkan proyek untuk DIP yang dibuat di daerah.
(2) Depatemen/lembaga menyampaikan PO proyek-proyek yang dibuat di pusat kepada

a. Direktur Jenderd Anggaran; dan
b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(3) Kepda kantor wilayah departemen/lembaga/gubernur  atau pgabat yang ditunjuk
menyampaikan PO proyek- proyek yang dibuat di daerah kepada :
a. Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. KepaaKantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran; dan
c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 40

(1) Menteri/pimpinan lembaga aau pgabat lan yang ditunjuk menetapkan pemimpin
dan bendaharawan proyek untuk DIP aau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagal SKO yang dibuat di pusat.

(2) Kepda Kantor Wilayah departemen/lembagalgubernur  atau pegabat yang ditunjuk
adas nama menteri/pimpinan  lembaga, menetgpkan  pemimpin  proyek  dan
bendaharawan proyek untuk DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan
sebaga SKO yang dibuat di daerah.

(3) Bila dipandang perlu pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dapat dibantu oleh
pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek sepanjang lokas proyek
tersebar di beberapa kabupaten/kota.

(4) Pgabat esdlon | dan esdon Il serta Kepala Kantor/Dinas Desal Satuan kerja tidak
diperkenankan ditunjuk sebaga pemimpin  proyek/bagian proyek dan aau
bendaharawan.

(5) Pemimpin dan bendaharawan proyek berkedudukan di lokas proyek atau di ibukota
kabupaten/kota terdekat.

Pasal 41
Pemimpin proyek/bagian proyek bertanggung jawab bak dari segi keuangan maupun dari
segi fisk atas pelaksanaan proyek/bagian proyek sebagaimana ditetapkan dalam DIP atau
dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.



Pasa 42
(1) Kepada petugas proyek diberikan honorarium.
(2) Petugas proyek yang mengelola beberapa proyek hanya berhak mendapat honorarium
dari 1 (satu) proyek.
(3) Besarnya honorarium petugas proyek ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(4) Biaya pejdanan dinas dan uang lembur untuk kepentingan proyek diberikan sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

(1) Perubahan/pergesran  biaya ddam DIP aau dokumen anggaran lainnya yang
diberlakukan sebagai SKO diputuskan oleh:

a Menteri Keuangan cqg. Direktur Jenderd Anggaran berdasarkan usulan  dari
menteri/ pimpinan lembaga aau pgabat yang ditunjuk, untuk yang dibuat di
pusat.

b. Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jendera Anggaran berdasar-kan usulan dari
Kepda Kantor Wilayah depatemen/lembagal gubernur aau pgabat  yang
ditunjuk, untuk yang dibuat di daerah.

(2) Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan :

a. dai bedanjamodd ke belanja penunjang;

b. dai bedanjamoda fisk ke belanjamoda non fisk.

(3) Pengecudian ketentuan dalam ayat (2) harus seijin Menteri Keuangan.

(4) Keputusan perubahan DIP aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang dibuat di pusat disampaikan kepada :

K etua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;

K epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiond (Bappenas);

Kepaa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

KepadaBadan Akuntans Keuangan Negara (BAKUN);

Direktur Informas  dan Evauas Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderd

Anggaran;

0. KepdaKantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran,;

h. KepaaKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN); dan

i.  Pemimpin proyek yang bersangkutan.

(5) Keputusan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang dibuat di daerah disampaikan kepada :

Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;

K epala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona (Bappenas);

Direktur Jenderal Anggaran;

Direktur Informas  dan Evauas Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderd

Anggaran;

K epala Perwakilan Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP);

Ketua Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Kepaa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN);

KepaaKantor Akuntans Regiond (Kantor KAR); dan
i.  Pemimpin proyek yang bersangkutan.

(6) Depatemen/lembaga menyampaikan perubahan DIP atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebaga SKO yang disamakan yang dibuat di pusat dan daerah
yang telah disahkan kepada
a. Direktur Jendera/unit esdon | proyek yang bersangkutan;

b. Inspektorat jenderd departemen/unit pengawasan padalembaga;

c. Gubernur/Bupati/Walikota.
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Pasal 44
(1) Berdasarkan revis DIP aau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai
SKO yang telah disahkan disusun PO oleh :
a pgabat esdon I/pgabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada departemen/lembaga
yang membawahkan proyek bersangkutan untuk DIP yang dibuat di pusat;



b. Kepda Kantor Wilayah departemen/lembaga/gubernur atau pejabat yang ditunjuk
untuk proyek yang direvis di daerah.
(2) Departemen/lembaga menyampaikan revis PO proyek-proyek yang direvis di pusat
kepada :
a. Direktur Jendera Anggaran; dan
b. Pemimpin proyek yang bersangkutan.
(3) Kepda Kantor Wilayah departemervlembagalgubernur atau pgabat yang ditunjuk
menyampaikan revis PO proyek-proyek yang direvis di daerah kepada:
a.  Menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan;
b. KepadaKantor Wilayah Direktorat Jendera Anggaran; dan
c. Pemimpin proyek yang bersangkutan.

Pasal 45

(1) Ddam pengdokasan dana pembangunan agar diutamakan penyedisan dana
pendamping bagi proyek yang sebagian dananya bersumber dari pinjamavhibah luar
negeri.

(2) Dana pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping termasuk uang muka harus
dicantumkan ddam DIP aau dokumen anggaran lannya yang diberlakukan sebaga
SKO.

(3) Proyek yang dibiaya dengan dana kredit ekspor dapat dilaksanakan setelah tersedia
uang muka bagi proyek dimaksud.

(4) Naskah perjanjian luar negeri untuk kredit ekspor baru dapat ditandatangani apabila
uang muka yang dibutuhkan telah tersedia.

Pasal 46
(1) Ssa pekerjaan berdasarkan surat  perjanjian/kontrak yang belum dibayar sampai
dengan akhir tahun anggaran, ditampung daam DIP tahun anggaran berikutnya atas
beban bagian anggaran departemen/ |lembaga bersangkutan.
(2) Ddam ha sumber pembiaysan berasd dai bantuan luar negeri, Ssa pekerjaan
berdasarkan SPK dan atau surat perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibiaya dari ssadana bantuan luar negeri yang bersangkutan.

Pasal 47
Daam hd target/sasaran proyek telah tercapal, Ssa dokas dana proyek yang bersumber
dari pinjamary hibah luar negeri tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 48

(1) Pemimpin proyek menyerahkan proyek yang tdah sdesa dan sduruh  kekayaan
proyek kepada menteri/pimpinan lembaga atau pgabat yang ditunjuk dengan berita
acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan kepada Direktur Jenderd
Anggaran dan Kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.

(2) Ddam pdaksanaan dekonsentras pemimpin proyek menyerahkan proyek atau hesl
pekerjaan tersebut dan sduruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga
melaui gubernur dengan berita acara penyerahan, yang tembusannya disampaikan
kepada Kepaa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

(3) Ddam pelaksanaan tugas pembantuan pemimpin proyek menyerahkan proyek atau
hasl pekerjaan tersebut dan sduruh kekayaan proyek kepada menteri/pimpinan
lembaga mdaui gubernur/bupati/ wadikotalkepda desa dengan berita acaa
penyerahan, yang tembusannya disampakan kepada Kepda Kantor Wilayah
Direktorat Jenderd Anggaran.

(4) Menteri/pimpinan lembaga menentukan datus proyek yang tdah sdesa berikut
kekayaannya sebagamana dimeksud ddam aya (1), (2, dan (3) ddam
lingkungannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Ddam hd hadl proyek terscbut pada ayat (4) akan diserahkan pemanfaatannya
kepada pihak lain terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

(6) Pembiayaan pengelolaan hasil proyek diatur sebagal berikut :



a. Depatemen/lembaga wagib mengaiur penyediaan biaya operasond dan
pemeliharaan mddui anggaran pendapatan dan beanja negara untuk hasl proyek
yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Pemerintah dagrah/desa wgib mengatur penyediaan biaya operasond dan
pemeliharaan medui anggaran pendapatan dan belanja dagrah untuk hasl proyek
yang menjadi tanggung jawabnya;

c. BUMN/BUMD/badan/ingdans  lainnya wgib mengaur penyedisan  biaya
operasond dan pemdiharaan melaui anggaran belanja
BUMN/BUMD/badan/indans  lannya masng-mesng untuk hasl proyek yang
menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 49

(1) Gubernur/Bupati/Wadikota mengumumkan  kepada masyarekat  proyek-proyek
pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah masng-masng mddui media cetak
setempat dan atau meladui media dektronik.

(2) Gubernur/Bupdti/Wdikota  dibaitu  oleh  masing-masng  pemimpin  proyek
memberikan  penjdasan  lebih  lanjut mengenai  proyek-proyek  pembangunan
sebagaimana dimaksud pada aya (1) kepada dunia ussha mddui asosas perusshaan
di daerahnya masng-masang.

BABV
PEDOMAN PELAKSANAAN
DANA PERIMBANGAN

Pasal 50
(1) Dana perimbangan bersumber dari APBN yang diadokaskan kepada daerah untuk
membiaya kebutuhan daerah dadam rangka pelaksanaan desentraisas.
(2) Dana perimbangan terdiri dari :
a. Danabagi hasl;
b. Danadokas umum; dan
c. Danadokas khusus.

Pasal 51
(1) Pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud ddam Pasa 50 ayat (2) untuk
meang-masing daerah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
(2) Tatacara penyduran dana perimbangan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
(3) Pembinaan, pemantauan dan evaduas aas penggunaan dana perimbangan dilakukan
oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 52

(1) Untuk keperluan penyduran dana perimbangan Menteri Keuangan mererbitkan SKO
atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

(2) Direktur Jenderd Anggaran menyampaikan SKO atau dokumen anggaran lainnya
yang diberlakukan sebaga SKO kepada:

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);

Gubernur/Bupati/Walikota;

Direktur Jenderd Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD );

Kepala Badan Akuntans Keuangan Negara (BAKUN);

K epala Badan Pengawasan K euangan dan Pembangunan (BPKP);

Direktur Informas dan Evaduas Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderd

Anggaran;

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran; dan

Kepaa Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).

"0 Qo0 oW

2 Q



Pasal 53
(1) Dana perimbangan dapat diperhitungkan langsung untuk disstor ke Rekening Kas
Negara ddam hd pemerintah daerah tidak memenuhi kewgjiban pembayaran kepada
pemerintah pusat.
(2) Tata cara perhitungan, pemotongan dan penyetoran sebagaimana tersebut pada ayat
(1) diatur Iebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

BAB VI
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN DEFISIT

Pasal 54

(1) Pembiayaan defigt diperolen dari pembiayaan ddam negeri dan pembiayaan luar
negeri bersh.

(2) Pembiayaan ddam negeri addah semua pembiayaan yang berasd dari perbankan dan
non perbankan ddam negeri yang meiputi hasl privatisss, penjudan obligas ddam
negeri, penjudan aset pemerintah dalam rangka program resrukiurisss dan sumber
lain sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

(3) Pembiayaan luar negeri bersh addah semua pembiayaan yang berasd dari penarikan
utang/pinjaman luar negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman
luar negeri tahun yang bersangkutan.

Pasal 55

(1) Pengdlolaan pinjaman luar negeri dilaksanekan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah Pusat dagpat menerus-pinjamkan pinjaman luar negeri kepada pemerintah
daerah atau BUMN.

(3) Tata cara penerusan pinjaman luar negeri kepada pemerintah daerah atau BUMN
diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

(4) Taa cara penyduran dan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri diatur oleh
Menteri Keuangan.

BAB VII
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESA

Pasal 56
(1) Penyduran pengduaran  rutin - dan  pembangunan di  lingkungan  Departemen
Pertshanan dan Kepolisan Rl medui rekening kas negaa pada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN).
(2) Tatacara penerimaan dan pengeluaran bak rutin maupun pembangunan Departemen
Petahanan dan Kepolisan Republik Indonesia diatur bersama oleh  Menteri
Keuangan dengan Menteri Pertahanan atau Kepala Kepolisan RI.

BAB VIII
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasa 57

(1) Kepda kantor/satuan kerjalpimpinan proyek/bagian proyek wgjib menyeenggarakan
pembukuan atas uang yang dikelolanya dan penatausshaan barang yang dikuasainya,
serta membuat laporan pertanggungjavaban mengenai pengelolaan uang dan barang
yang dikuasainya kepada kepda ingans vertika aasannya

(2) Disamping pembukuan sebagaimana dimeksud pada ayat (1), Kepala kantor/satuan
kerjalpemimpin  proyek/bagian proyek dan bendaharawan untuk Kkegiatan yang
bergfat fisk wagib menydenggarakan pencatatan secara tertib sehingga setigp saat
dapat diketahui :
a. keadaan/perkembangan fisk kegiatan/proyek;



b. perbandingan antara rencana dan pelaksanaannya;
C. penggunaan danabagi pengadaan barang/jasa;
d. akumulas pengeluaran untuk setigp bangunan dalam pengerjaan.

(3) Kepda Kantor Wilayah/ingans vertikal di daerah wajib membuat laporan keuangan
sebaga  rekapitulas  pelaksanaan anggaran  dari  kantor/satuan  kerjalproyek/bagian
proyek daam wilayah kerjanya, kepada pejabat esdlon | yang bersangkutan.

Pasal 58

Pgabat esdon | sbagamana dimeksud ddam Pesd 57 aya (3) pada

departemen/lembaga wgjib:

a. Menydenggarakan pembukuan aas uang yang dikdolanya dan menydenggarakan
penatausahaan barang serta membuat  lgporan  pertanggungjavaban  mengena
pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya;

b. Membuat Igporan keuangan gabungan yang mdiputi kantor unit esdon | yang
bersangkutan dan kantor-kantor vertika di lingkungannya kepada menteri/pimpinan
lembaga atasannya c.q. Sekretaris Jenderal/pgjabat yang setingkat.

Pasal 59
Gubernur/Bupeti/Wdikota menyampaikan laporan redisas triwulanan penggunaan dana
perimbangan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Daam Negeri dengan tembusan
kepada Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Kepala Kantor
Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran setempdat.

Pasal 60

(1) Menteri/pimpinan lembaga wgib menyeenggarakan pertanggungjawaban
penggunaan dana pada bagian anggaran yang dikuasainya berupa laporan redisas
anggaran dan neraca departemen/lembaga bersangkutan kepada Presden medui
Menteri Keuangan.

(2) Menteri/pimpinan  lembaga/gubernur/bupati/wdikotalkepda sauan  kerja  yang
menggunakan dana bagian anggaran yang dikussa Menteri Keuangan wagib
menyampaikan pertanggung-jawaban penggunaan dana kepada Menteri  Keuangan
c.q. KepalaBAKUN.

Pasal 61
Tata cara pedaksanaan pembukuan, pegporan dan pertanggung-jawaban sebagamana
dimaksud dalam Pasd 57, 58, 59, dan 60 diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasa 62
(1) Ddam rangka intendfikes penegihan dan pemungutan piutang negara Sebagamana
dimaksud ddam Pasd 8 aya (1), depatemen/lembaga waib meakukan
penaausahaan piutang negara yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Tata cara pelaksanaan penatausashaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Pasal 63
Menteri Keuangan menyelenggarakan penatausshaan utang-piutang negara yang timbul
daam rangka investas dan penyertaan moda negara pada BUMN dan badanbadan
lannya

Pasal 64
Bank Indonesa aau bank pemerintah yang ditunjuk sebaga Bank Tunggd dan Bank
Operasond wgib menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk perhatian Direktur
Jenderal Anggaran dan Kepala BAKUN :
a. Rekening koran Bendahara Umum Negara (BUN) disertai nota debet dan kredit yang
bersangkutan setiap hari;
b. Rekening koran Direktur Jendera Anggaran sgtigp minggu disertal nota debet dan
kredit yang bersangkutan setigp hari;



C. Rekening koran untuk semua Rekening Khusus diserta nota debet dan nota kredit
Setigp minggu;
d. Tembusan rekening koran lainnyamilik pemerintah setigp minggu.

Pasal 65
Menteri Keuangan menyigpkan perhitungan anggaran negara berdasarkan  Igporan
keuangan departemeny lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasa 60.

Pasal 66

(1) Pemimpin  proyek di  depatemen/lembaga menyampaikan laporan  bulanen
pelaksanaan proyek kepada menteri/pimpinan lembaga dengan tembusan kepada
Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jenderd Anggaran sdambat-lambatnya 1 (satu)
minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.

(2) Pemimpin proyek pelaksanaan dekonsentras menyampaikan laporan bulanan kepada
gubernur dengan tembusan kepada Kepda Kantor Wilayah Direktorat Jendera
Anggaran sdambat-lambainya 1 (stu) minggu  stdah  akhir  bulan  yang
bersangkutan.

(3) Pemimpin proyek peaksanaan tugas pembantuan menyampakan lgporan bulanan
pelaksanaan proyek kepada gubernur/bupati/ walikota sdambat-lambainya 1 (saiu)
minggu setelah akhir bulan yang bersangkutan.

(4) Gubernur/bupati/wdikota sebagamana dimaksud ddam aya (2) dan aya (3)
menyampaikan  rangkuman  lgporan  konsolides  triwulanan mengenal proyek
dekonsentres  dan  tugas pembantuan di  wilayahnya kepada menteri/pimpinan
lembaga dengan tembusan kepada Kepaa Bappenas dan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderd Anggaran sdambat-lambatnya 2 (dua) minggu satdah akhir bulan
yang bersangkutan.

(5) Menteri/pimpinan  lembaga membuat  rangkuman lgporan  konsolidas  triwulanan
mengenal saluruh proyek sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (4) kepada
Menteri Keuangan dan Kepaa Bappenas sdambat-lambatnya 3 (tigd) minggu setdah
berakhirnyatriwulan yang bersangkutan.

(6) Perkembangan pelaksanaan anggaran dan program pembangunan dilaporkan secara
semesteran kepada Presiden dan Wakil Presden oleh Menteri Keuangan dan Kepada
Bappenas.

(7) Ketentuan mengenal ssem pemantauan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

Pasal 67
Setigp pegawa negeri karena keddaan aau kesenggaan medakukan  pelanggaran
terhadap ketentuan ketentuan dalam Keputusan Presden ini dikenakan sanks sesua
dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX
PENGAWASAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 68

Pengawasan terhadap pel aksanaan anggaran rutin dilakukan sebagai berikut :

a Atasan kepda kantor/sstuan kerja menyelenggarakan  pengawasan  terhadap
peaksanaan anggaran yang dilakukan oleh kepada kantor satuan kerja dadam
lingkungennya;

b. Atasan langsung bendaharavan meakukan pemeriksaan kas bendaharawan sekurang-
kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;

c. Kepda biro keuangan departemen/lembaga mengadakan verifikas terhadap Surat
Perintah Membayar (SPM) mengena  kantor/sstuan  kerja  daam  lingkungan
departemen/lembaga bersangkutan.



Pasal 69

Pengawasan terhadap pel aksanaan anggaran pembangunan dilakukan sebagal berikut :

a Atasan langsung pemimpin  proyek/bagian proyek menyelenggarakan pengawasan
terhadap peaksanaan anggaran yang dilakukan oleh pemimpin proyek/bagian proyek
yang bersangkutan;

b. Pemimpin proyek/bagian proyek mengadekan pemeriksaan kas bendaharawan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekdli;

c. Kepda hiro keuangan depatemervlembaga meakukan verifikes Surat  Perintah
Membayar (SPM) mengena proyek dadam lingkungan  departemen/lembaga
bersangkutan.

Pasal 70

(1) Ingpektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan pada lembaga melakukan
pengawasan atas peaksanaan anggaran negara yang dilakukan oleh kantor/satuan
kerjalproyek/bagian proyek ddam lingkungan departemen/lembaga bersangkutan
sesua ketentuan yang berlaku.

(2) Hasll pemeriksaan inspektur jenderd departemen/pimpinan unit pengawasan pada
lembaga tersebut disampakan  kepada  menteri/pimpinan  lembaga  yang
membawahkan proyek yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada
Kepala BPKP.

Pasal 71
BPKP melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran negara sesua  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72
Inspektur jenderal departemen/pimpinan unit pengawasan lembaga, Kepaa BPKP, unit
pengawasan daerah/desa wagib  menindaklanjuti  pengaduan masyarakat  mengena
pel aksanaan anggaran pendapatan dan belanjanegara

Pasal 73
Pemerintah dapat menunjuk lembaga swadaya masyarakat/badan non pemerintah untuk
mel akukan monitoring dan evauas pelaksanaan proyek/kegiatan tertentu.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi peaksanaan Keputusan Presden ini,
ditetgpkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jendera Anggaran.

Pasal 75
Sdama petunjuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan daam Keputusan Presiden ini belum
ditetapkan, petunjuk pelaksanaan yang ada sepanjang tidak bertentangan  dengan
Keputusan Presiden ini, tetap berlaku.

Pasal 76
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini maka Keputusan Presden Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 77
Keputusan Presiden ini mulal berlaku pada tanggd ditetapkan.

Agar sgtigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini
dengan penempatannya daam Lembaran Negara Republik Indonesa



Ditetapkan di Jakarta
pada tangga 28 Juni 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta
padatangga 28 Juni 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 73
Sdinan sesua dengan adinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan Perundang- undangan,

Lambock V. Nahattands



PENJELASAN
ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2002
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA

UMUM

Sesua dengan pasd 23 aya (1) Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara ditetapkan tigp-tigp tahun dengan Undang-Undang.

Agar pdaksanaan Anggaran Pendgpatan dan Beanja Negara dapat berjdan lebih efektif
dan efisen maka ditetapkan ketentuanketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksud dengan Keputusan Presiden.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Aya (1)

Pendapatan negara termasuk didalamnya yang berasal dari sumber daya aam dan jasa.

Ayat (2)

Pemerintah Dagrah membantu dadam rangka pelaksanaan dekonsentras dan  tuges
pembantuan.

Pasal 9

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan persetujuan addah penetapan tarif dan izin pemanfaatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor roda empat atau
lebih.

Yang dimeksud dengan barang bergerak yang bernila ekonomis tinggi addah barang
bergerak dengan nila perolehan per satuan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) aau baang bergerak dengan nila perolehan per paket usulan di  atas
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)



Cukup Jdas
Ayat (9)
Cukup Jdas
Ayat (10)
Cukup Jeas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Aya (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Yang dimaksud produks daam negeri adadah produk-produk yang diheslkan di daam
negeri termasuk rancang bangun dan perekayasaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimeksud dandardisas addah penggunaan satuan harga umum termasuk "Billing
Rate'.

Ayét (2)
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Y ang dimaksud Pgjak adalah Pgjak Pusat.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)



Cukup jelas

Aya (2)

Yang dimaksud dengan Depatemen Keuangan adalah Direktorat Jendera Anggaran
untuk pembahasan DIK di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk
pembahasan DIK di daerah (proping)

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Aya (1)

Cukup jelas

Ayét (2)

Apabila suami idri kedua-duanya bekerja sebaga pegawa negeri, tunjangan beras
diberikan untuk masng-mesng suami idtri menurut heknya sebegal pegawa  negei.
Disamping itu, tunjangan beras juga diberikan kepada istri atau suami dan anak-anak
sebagal anggota keluarga yang dibebankan kepada salah satu pihak.

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan bedanja barang adadah bedanja barang, pemdiharaan, perjdanan
dinas dan subgdi.

Pasal 33

Aya (1)

Perjaanan dinas adaah perjaanan dinas ddam dan luar negeri.

Pejdanan dinas untuk menghadiri seminar, lokakarya, Smposum, konferens dan
mel aksanakan peninjauan, studi perbandingan sertaingpeks harus dibatas dengan ketat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Cukup jelas

Aya (6)

Cukup jelas



Aya (7)

Cukup jelas

Aya (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Indans vertikal dan pemerintah daerah propind membuat DIP sebagal  pelaksana
dekonsentras. Sedangkan pemerintah daerah proping, kabupaten, kota, dan desa sebaga
pel aksana tugas pembantuan, DIP-nyadibuat di pusat oleh departemen/lembaga
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Departemen Keuangan adalah Direktorat Jenderd Anggaran
untuk pembahasan DIP di Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran untuk
pembahasan DIP di daerah (proping).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Aya (6)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Penetgpan pemimpin bagian proyek dan bendaharawan bagian proyek mengacu pada
Pasal 40 ayat (1) dan (2).

Aya (4)

Cukup jelas

Aya (5)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Aya (1)



Pada pringpnya pedaksanaan pekerjaan harus sdesa satu tahun anggaran. Apabila suatu
kontrak pekerjaan direncanakan akan medewati satu tahun anggaran harus dengan ijin
Menteri Keuangan sesual dengan Pasal 16 ayat (1).

Aya (2

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan proyek yang teah sdesa addah sebagian atau sduruh pekerjaan
yang telah dapat dimanfaatkan dan memerlukan biaya operasiond dan pemdiharaan.

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Aya (6)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Aya (1)

Cukup jelas

Ayét (2)

Yang dimaksud dengan Menteri Keuangan addah Direktur Jendera Anggaran dan
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Ayat (3)

Yang dimeksud dengan Menteri Ddam Negeri addah Direktur Jenderal  Otonomi
Daerah.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Aya (1)

Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan secara bertahap mula
tahun anggaran 2002.

Aya (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Y ang dimaksud dengan Menteri Keuangan addah Kepala BAKUN.



Aya (2
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Y ang dimaksud dengan Menteri Keuangan adadah Direktur Jenderal Anggaran.
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65

Y ang dimaksud Menteri Keuangan adalah Kepala BAKUN.
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Aya (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Laporan konsolidas  triwulanan  addah  lgporan  triwulanan  yang disusun  oleh
gubernur/waikotalbupati mengenal  peaksanaan sduruh proyek pembangunan yang ada
di daerahnya, yang dirinci menurut sektor, sub sektor dan program.
Aya (5)
Cukup jelas
Aya (6)
Cukup jelas
Aya (7)
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
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